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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sunset policy, tax 

amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama 

Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di 

wilayah Kembangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode simple 

random sampling. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, 

koefisien determinasi (uji R2 ), uji regresi stimultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t). 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi klasik tidak terjadi 

masalah dalam uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa sunset 

policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t 

menunjukkan nilai t hitung -1,045 > t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi (0,299) > 0,05 

sehingga H1 ditolak. Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,654 > t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi 

(0,000) < 0,05 sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,221 > t tabel 2,000 dengan nilai 

signifikansi (0,002) < 0,05 sehingga H3 diterima. Variabel sunset policy, tax amnesty dan 

sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7% 

 

Kata Kunci: sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the effect of sunset policy, tax amnesty and tax 

penalties on tax compliance individual conducting business and work freely in STO 

Kembangan Jakarta. 

The population in this study are all registered taxpayer in KPP Pratama Jakarta 

Kembangan. The number of samples in this study were 100 respondents in Kembangan area. 

Sampling was done using simple random sampling method. Data analysis method used in this 

research is done by using multiple regression analysis, validity, reliability, classic assumption 

test, the coefficient of determination (R2 test), stimultan regression test (Test F), and partial 

regression test (t test). 

From the analysis it can be concluded that the results of classical assumption no 

problems in test multicollinearity, heteroscedasticity test, and test for normality normal 

distribution of data. Based on the results of data analysis known that the sunset policy and no 

significant negative impact on tax compliance. T test results showed t value -1.045> t table 

2.000 with a significance value (0.299)> 0.05 so that H1 is rejected. Tax amnesty positive and 

significant impact on tax compliance. T test results showed t value 3.654> t table 2.000 with a 

significance value (0.000) <0,05 so that H2 is accepted. Sanctions tax positive and significant 

impact on tax compliance. T test results showed t value 3.221> t table 2.000 with a significance 

value (0.002) <0,05 so H3 is received. Variable sunset policy, tax amnesty and tax penalties 

can be used to explain the tax compliance of 21,7% 

 

Keywords: sunset policy, tax amnesty, tax penalties, and tax compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang 

berperan besar bagi kelangsungan Negara. Melihat Negara kita Indonesia kita dapat 

memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana 

umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor 

tersebut.  

Permasahalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini  

yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, 

atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak.  Tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang perorangan (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran 

pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.    

 Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di 

Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi 

perpajakan di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkutat pada 

permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang berada pada kisaran 11 hingga 

12,3% selama 2009-2012. 

Rasio ini jelas masih relative rendah jika dibandingkan dengan rata-rata 

dunia ataupun Negara OECD (keduanya sekitar 14%). Terlepas dari perdebatan 
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mengenai cara perhitungan tax ratio tersebut, Indonesia masih dapat dianggap 

kondisi undertaxing. 

Lebih lanjut lagi, struktur penerimaan pajak di Indonesia masihi banyak 

ditopang oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 

2010 saja, penerimaan Pajak Penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 

45% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan Pajak Penghasilan pribadi 

yang hanya sekitar 12%. Struktur ini jauh berbeda jika diperbandingkan dengan 

rata-rata rasio Pajak Penghasilan pribadi terhadap badan di Negara-Negara OECD, 

yang sebesar 5:1 (artinya, Pajak Penghasilan pribadi memiliki jumlah sebesar 

kurang lebih lima kali lipat dari Pajak Penghasilan badan). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat bahwa 

realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun namun 

kontribusi dari wajib pajak OP baru mencapai Rp4,7 triliun.    

 Wakil Menteri Keuangan, Mardyasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari 

kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib 

pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha 

profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha 

dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. 

Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan 

pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih 

minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak.    

 Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak 

aktif membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap 
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pemasukan ke kas negara.        

 "Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang 

terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak," ujar dia di 

Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu.       

 Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga 

datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 

juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu 

ada 23 juta, " sambung dia lagi. 

Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib 

pajak melalui kebijakan perpajakan, seperti kebijakan pengampunan pajak. 

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak 

oleh pemerintah.  

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP tahun 2008-2011 

Tahun Tingkat kepatuhan (%) Total WP Yang 

Menyampaikan 

SPT (orang) 

WP Yang 

Wajib 

Menyampaikan 

SPT (orang) 

Total WP 

Terdaftar 

(orang) 

2011 62,50 9.033.233 18.116.000 19.410.174 

2010 58,16 8.202.309 14.101.933 15.911.576 

2009 54,15 5.413.144 10.289.590  15.911.576 
Sumber : Ditjen Pajak, dan beberapa sumber, diolah 

Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, 

mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib 

pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia.  

"Kita baru 50 persen yang melapor, dan setengahnya belum terambil," kata 

Yustinus dalam diskusi publik Barisan Nusantara Memburu Pengemplang Pajak di 

Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Ahad, 28 Desember 2014.   
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 Wajib pajak, lanjut Yustinus, masih banyak yang berpikir jika pajak bukan 

sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan. 

"Makanya jangan semuanya salahkan Dirjen Pajak, mungkin sumbernya kita juga." 

 Lembaganya mencatat saat ini potensi wajib pajak tanah air mencapai 60 

juta, dari jumlah itu sekitar dua juta diantaranya merupakan pajak perusahaan, 

namun hanya 500 ribu yang taat melaporkan pajaknya. "Ini jelas potensi besar yang 

belum tergarap."       

 Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam 

lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, 

infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. 

Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek 

pembangunan ini.  Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran 

utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. 

Pemerintah mentargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk 

tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun.    

 Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total 

potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun. 

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax 

amnesty kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan 

penghindaran pajak di luar negeri.      

 Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana 

masyarakat yang selema ini parkir di perbankan negara lain. 
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“Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar 

dengan benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII 

Ikatan Akuntan Indonesia, di jakarta, Kamis (18/12).   

 Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi 

penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal 

ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia 

mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika 

tidak terkait dengan korupsi.“Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, 

dan penegak hukum,” kata dia.      

 Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. 

Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil 

menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut. 

Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak. Agar 

Wajib Pajak (WP) tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak 

melaksanakan kewajibannya secara benar, maka Ditjen Pajak pada tahun 2008 telah 

memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-

Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan Sunset Policy, yaitu suatu 

kebijaksanaan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari 

pajak yang tidak atau kurang dibayar. Secara teoritis apabila Wajib Pajak mau 

mengikuti program Sunset Policy, maka mereka akan memperoleh banyak 
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keuntungan ; Namun pada kenyataannya masih banyak WP. yang tidak 

memanfaatkan Sunset Policy tersebut secara optimal. Oleh karena itu maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Sunset Policy terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbul beberapa 

permasalahan, yaitu: bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya 

Sunset Policy, bagaimana pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya Sunset 

Policy tersebut. 

Demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini, pemerintah menabut 

insentif pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) 

berjanji untuk menerbitkan aturan sunset policy jilid II dalam waktu dekat. 

Masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas 

penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh) mulai 1 April 2015.    

 "Kami upayakan April sudah keluar bahkan dalam dua minggu ini keluar," 

kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, Kamis (19/3/2015) 

lalu.         

 Menurut Sigit, berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak 

orang pribadi pada 31 Maret, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk 

melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-

nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 

maka ia akan mendapatkan penghapusan sanski administrasi bunga 2 persen setiap 

bulannya.        
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 Kendati demikian, pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama 

lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu, masyarakat tidak 

dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah 

berakhir (kadaluarsa).       

 Aturan sunset policy pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, 

demi menggenjot penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak 

Januari 2008 tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kala itu, 

realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target yang ditetapkan 

pemerintah.        

 Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa setelah habis masa berlaku 

pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. 

Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai 

target yang ditetapkan pemerintah (shortfall).     

 Berkaca pada pengalaman tersebut Sigit memiliki cara tersendiri. Ia 

mengklaim, penerbitan insentif pajak yang beleidnya akan diatur dalam Peraturan 

Dirjen Pajak (Perdirjen) tersebut, lebih canggih dibandingkan dengan aturan Sunset 

Policy sebelumnya. 

Dalam upaya yang telah diuraikan di atas berupa kebijakan pajak seperti 

Tax Amnesty dan Sunset Policy, juga faktor lain seperti sanksi pajak diperkirakan 

dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari kondisi tersebut maka 

penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak” 
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B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat diindentifikasi beberapa 

masalah yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Masalah dalam penelitian ini 

adalah kesadaran Wajib Pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah sunset policy, 

tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 

C. Ruang Lingkup 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup 

penelitian dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu 

mengenai kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta 

Kembangan 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka 

dapat ditarik rumusan masalah: 

1. Apakah Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

 

E.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Sunset Policy terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi.  
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2. Untuk menganalisis pengaruh Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi.  

3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi.  

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah:  

1.  Manfaat Akademik Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang 

berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari 

pengalaman penelitian.  

2.  Manfaat Praktis Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib 

pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yang dalam penelitian ini adalah sunset policy, tax amnesty, dan sanksi 

pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yaitu bab 

pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil 

penelitian, serta bab penutup.  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini merupakan telaah pustaka sebagai dasar berpijak dalam 

menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan 

teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

adalah metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi hasil analisis penelitian mengenai pengaruh sunset policy, 

tax amnesty, dan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata - kata dan secara 

matematis dalam bentuk angka-angka.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang 

memerlukan. 
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